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ABSTRAK 

 

 Dalam tesis ini, penulis membahas kewajiban ingkar dan status hukum 

kantor bersama dalam persekutuan perdata notaris di Indonesia. Berdasarkan 

Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), seorang notaris 

diwajibkan memastikan akta autentik yang dibuatnya sah dan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang. Jika dalam persekutuan perdata tersebut terdapat 

rencana untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan UUJN-P, notaris 

memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan menolak perjanjian yang 

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 20 UUJN-P 

mendefinisikan persekutuan perdata sebagai kantor bersama notaris, sementara 

Pasal 1618 KUHPerdata menyebutkan bahwa persekutuan perdata adalah 

perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikat untuk memasukkan 

sesuatu ke dalam persekutuan dan membagi keuntungan. 

Persekutuan perdata notaris sering menjadi solusi bagi notaris yang 

menghadapi kendala biaya dalam membangun atau menyewa kantor untuk 

menjalankan profesinya. Namun, terdapat dua definisi yang berbeda terkait status 

hukum kantor bersama dalam persekutuan perdata notaris, yaitu di dalam 

KUHPerdata dan UUJN-P. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada Pasal 20 

Ayat (2) UUJN-P yang seharusnya menggunakan istilah "profesi" bukan "jabatan", 

serta penghapusan Pasal 20 Ayat (3) yang memerlukan aturan lebih lanjut. 

Persekutuan perdata notaris menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi notaris 

terhadap akta dan kliennya, maupun antara notaris dengan rekan sekutunya, yang 

berhubungan dengan tanggung jawab yang tidak bersifat tanggung renteng. 

Saran yang diajukan dalam penulis ini antara lain, agar notaris yang 

bekerja dalam bentuk persekutuan perdata menjaga kerahasiaan akta. Selain itu, 

disarankan agar Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan  Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Peraturan Menteri mengenai 

Perserikatan Perdata Notaris, serta agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

melakukan perubahan pada UUJN-P untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut 

mengenai persekutuan perdata notaris yang diatur dalam peraturan menteri 

sebagai peraturan pelaksana, guna memberikan kepastian hukum. 

 

Kata Kunci  : Persekutuan Perdata Notaris, Kewajiban Ingkar, Kantor Bersama 
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ABSTRACT 

 

 In this thesis, the author discusses the obligations of repudiation and the 

legal status of a joint office in notarial civil partnerships in Indonesia. Based on 

Articles 65 and 66 of the Notary Position Law (UUJN-P), a notary is required to 

ensure that the authentic deed they create is valid and in accordance with legal 

provisions. If the civil partnership involves making an agreement that conflicts 

with the UUJN-P, the notary has the obligation to maintain the confidentiality of 

the deed and reject any agreement that does not comply with applicable legal 

provisions. Article 20 of the UUJN-P defines a civil partnership as a notary joint 

office, while Article 1618 of the Civil Code states that a civil partnership is an 

agreement between two or more persons who are mutually bound to contribute 

something into the partnership and share the profits. 

Notarial civil partnerships are often seen as a solution for notaries who 

face financial constraints in building or renting office spaces to conduct their 

profession. However, there are two different definitions regarding the legal status 

of a joint office in a notarial civil partnership, namely in the Civil Code and 

UUJN-P. Therefore, amendments are necessary to Article 20 Paragraph (2) of the 

UUJN-P, which should use the term "profession" instead of "position," as well as 

the elimination of Article 20 Paragraph (3), which requires further regulation. 

Notarial civil partnerships create rights and obligations, both for the notary 

towards the deeds and clients, and between notaries and their partners, concerning 

responsibilities that are not joint liabilities. 

The recommendations in this thesis include advising notaries working in 

the form of a civil partnership to maintain the confidentiality of the deeds. 

Additionally, it is recommended that the Notary Supervisory Board, the 

Indonesian Notary Association, and the Minister of Law and Human Rights 

revoke the Ministerial Regulation regarding Notary Civil Partnerships, and that 

the People's Representative Council and the President make amendments to the 

UUJN-P to establish further provisions on notarial civil partnerships regulated 

under ministerial regulations as implementing regulations to provide legal 

certainty. 

 

Keywords: Notarial Civil Partnership, Repudiation Obligation, Joint Office 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

RINGKASAN 

 
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK 

PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UUJN (UNDANG-UNDANG 

JABATAN NOTARIS) 

 
  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), No. 30 Tahun 2004 yang telah 

diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, secara umum diatur mengenai kewenangan, 

tanggung jawab, Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dimana dua orang 

atau lebih sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan 

tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut. Pada tesis 

ini penulis membahas kewajiban ingkar yang dimana Notaris merasa bahwa suatu 

tindakan yang diminta oleh pihak tertentu bertentangan dengan hukum,  tidak 

boleh ragu untuk menggunakan kewajiban ingkarnya. Persekutuan perdata 

termasuk badan usaha bukanlah badan hukum yang terdiri dari dua atau lebih 

pihak yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk 

membagi keuntungan.kedua membahas tentang notaris sebagai kantor bersama, 

diperbolehkan dalam satu gedung tetapi harus dipisahkan ruangannya, karena 

secara individu dalam mengerjakan akta autentik tidak boleh secara bersama dan 

juga notaris sebagai pejabat tidak boleh merangkap jabatannya menjadi advokat 

dan lain-lain berdasarkan pasal 17 ayat (1) UUJN  karena itu, penting bagi pihak 

berwenang untuk segera menetapkan aturan yang tegas mengenai larangan 

rangkap jabatan bagi Notaris, guna menciptakan kepastian hukum dan menjaga 

integritas profesi Notaris. Notaris memiliki kewajiban ingkar, yaitu menjaga 

kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. 

Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menekankan 

pentingnya integritas dan profesionalisme notaris. Kewajiban ingkar ini bertujuan 

untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

Berdasarkan pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, kedua pasal ini saling berhubungan karena mengatur 

mengenai kewajiban dan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antara notaris 

dan pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan antara kedua pasal 



x 

tersebut dengan kewajiban hak ingkar bisa dipahami dalam konteks kewajiban 

dan hak yang dimiliki oleh notaris serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam 

proses pembuatan akta atau pemberian layanan oleh notaris. Suami istri 

diperbolehkan untuk menjadi satu kantor tetapi harus dapat membedakan status 

perkawinan dan status profesional. Persekutuan perdata notaris sering menjadi 

solusi bagi notaris yang menghadapi kendala biaya dalam membangun atau 

menyewa kantor untuk menjalankan profesinya.  

Kesimpulan pada tesis ini adalah Persekutuan perdata yang dibentuk oleh 

notaris merupakan badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum karena 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, notaris dalam 

persekutuan tersebut harus menjaga independensinya dan tidak boleh 

menyerahkan pembuatan akta autentik kepada rekannya di persekutuan yang sama, 

untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesinya. Notaris dalam persekutuan 

perdata wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 

65 dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua pasal ini mengatur 

kewajiban notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, serta 

mengenai proses verifikasi dan protokol terkait tugasnya.  

Saran terkait tesis ini adalah Pemerintah perlu segera membuat peraturan 

yang jelas mengenai mahzab notaris untuk memperjelas status persekutuan 

perdata yang dibentuk oleh notaris. Peraturan ini akan memberikan kepastian 

hukum, mengurangi potensi sengketa, serta memberikan panduan bagi notaris 

untuk menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan akuntabilitas. 

Pemerintah juga perlu menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga 

kerahasiaan dalam pembuatan akta dan protokol, terutama dalam konteks kantor 

bersama. Hal ini penting untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah 

konflik kepentingan, sehingga notaris dapat bekerja dengan integritas dan 

profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. 
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